BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR: 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bu
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Buru Selatan Tahun Anggaran 2018,
aban pelaksanaan anggaran pendapatan Gan belanja daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban
tetapkan dengan peraturan bupati.

pertanggungjaw
peiaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di

u Selatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang
penjabaran

Menimbang : a.



Mengingat

N

Undar:ng-undang Nomor 28 Tahun 1929 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korugsi, Koiusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) ;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
L!ndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Leimbaran Negara Repunlik Indonesia Nomor

4400) ; -
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Norior

4438) ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4878),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §587), sebagaimana teian diuban terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
90, Tambahan Lembaian Negara

Perwakilan Rakyai Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesis Tahun 2004 Nomor

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2.005' tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Psmpma: :an
Tambahan

Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
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22.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562 ) ;
Peraturan Pemerintaih Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4574 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun

* 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4575);

nformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarg |

Takun 2005 Nomor 138, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;
ntang Pengelolaan Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturani Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tei
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
n Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan da _ \
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4577);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraiuran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

hun

Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendagpatan dan Belanja Daerah Ta

Anggaran 2018;
Peraturan Bupéti Buru Selatan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Peniabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018.



MEMUTUSKAN :

RTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PE :
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Menetapkan
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 15,506,213,190.79
b. Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Rp. 656,884,193,102.00

Rp. 88,944 ,483,289.24

c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Rp. 761,334,889,582.03

Jum!ah Pendapatan
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 157,421,462,225.00

2) Belanja Bunga Ro. 00.00
3) Belanja Subsidi Rp. 2,792,000,000.C0
4) Belanja Hibah RP. 10,901,G600,000.00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 10,743,900,971.00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 06.00 o
7) Belanja Bantuar Keuangan Rp. 106,368,652,400.00
8) Belanja Tidak Terduga Re. 4,4?5.7901345.00

Rp. 233,8098,238,706.00



b. Belanja Langsung
j i i,02 992.00
1) Belanja Pegawai Rp. 21,026,217,
2) Belanja Barang dan Jasa RP. 180,948,442,567.38
3) Belanja Modal Rp. 265,655,391.586.00

Rp. 467,630,052,145.38
Rp. 760,332,858,066.33

Jurmlah Belanja
Surplus/Defisit Rp. 1,002,031,495.65

3. Pembiayaan
a. Pensrimaan " Rp.  22,909,536,655.20
Rp. 2,750.000.000.00

b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayazan Netto

Rp. 20,15%,536,655.20

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 21,161,568,150.85

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Buru Selatan ini
Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran i Peraturan Bupati Buru

Selatan ini

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran |l Peraturan Bupati Buru Selatan in;
Pasal 5

Lampi i -
piran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buru Selatan ini



Pasal 6

peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Buru Selatan.
Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 21 September 2019

BUPATI BURU SELATAN,

'“’_'75’27”5 2
-

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 21 September 2019

SEKRETARIS KABUPATEN BURU SELATAN,

A _—

ISKANDAR WALLA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 13



